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Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN sebagai wujud komitmen pemerintahan dalam 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional, pembentukan BPJS berdasarkan Undang-Undang No.24 
Tahun 2011 tentang BPJS. Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi tentang kesiapan 
stakeholder dalam pelaksanaan JKN di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan 
penentuan informan menggunakan metode purposive sampling sebanyak 12 orang.  Data dikumpulkan 
dengan metode indepth interview, observasi dan studi dokumentasi.  Pengolahan dan analisis data 
menggunakan Content Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia (tenaga 
dokter) siap, belum ada juknis dalam hal jaminan kesehatan, kemudian sosialisasi mengenai SJSN, 
BPJS dan JKN sudah dilaksanakan oleh stakeholder yaitu infoman dari Dinkes Provinsi Sulsel, Dinkes 
Kota Makassar, PT.ASKES (Persero) Divre IX, PT. ASKES (Persero) Cab.Makssar dan RSUD Daya 
Kota Makassar namun, belum dilaksanakan oleh Puskesmas Kassi-kassi, Batua dan Antara, sehingga 
masyarakat belum terlalu paham dengan ketiga aspek tersebut. Disarankan adanya percepatan 
penyelesaian seluruh regulasi di pusat dan sosialisasi seharusnya dibuat dalam bentuk himbauan, 
penyuluhan dan pengumuman di berbagai tempat yang mudah dijangkau masyarakat. 
Kata Kunci : Kesiapan, Pelaksanaan, Jaminan Kesehatan Nasional 
ABSTRACT 
The act no.40 of 2004 on SJSN as a government commitment in the implementation of the 
National Social Insurance, the establishment of BPJS by Act 24 of 2011 on BPJS. This study aims to 
obtain information about the readiness of stakeholders in the implementation of JKN in Makassar city. 
The type of this study is qualitative and the determination of informants by using purposive sampling 
of 12 peoples. Data collected with the method in depth interview, observation and documentation. The 
processing and analysis of data by using content analysis. The results of study showed that human 
resources (doctors) is ready, there is no technical guidelines in terms of health insurance, then the 
socialization of SJSN, BPJS and JKN already implemented by the stakeholders i.e informant of Health 
Department of South Sulawesi Province, Health Department of Makassar city, PT.ASKES (Persero) 
Division IX, PT. Askes (Persero) Makassar Branch and Daya hospitals but has not been implemented 
by the Public Health Center of Kassi-Kassi, Batua and Antara, so that people do not really know with 
these three aspects. It is recommended to accelerate the arrangement of entire regulation centrally 
and socialization should be performed in the form of notice, counseling and announcements in a 
variety of places within easy reach the community. 










Sistem kesehatan berdasarkan undang-undang merupakan salah satu cara bagi 
pemenuhan hak-hak masyarakat oleh negara. Namun, dalam penyelenggaraan sistem 
kesehatan,  ternyata faktor lingkungan eksternal sangat berpengaruh terutama kepentingan 
politik dan kemampuan ekonomi Negara (Adisasmito, 2010). 
Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia.Pasal 25 
Ayat (1) Deklarasi menyatakan, setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk 
kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, 
perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas 
jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia 
lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar 
kekuasaannya. Berdasarkan Deklarasi tersebut, pasca Perang Dunia II beberapa negara 
mengambil inisiatif untuk mengembangkan jaminan sosial, antara lain jaminan kesehatan bagi 
semua penduduk (Universal Health Coverage) (Kemenkes RI, 2012). 
Dalam sidang ke-58 tahun 2005 di Jenewa, World Health Assembly (WHA) 
menggarisbawahi perlunya pengembangan sistem pembiayaan kesehatan yang menjamin 
tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan 
kepada mereka terhadap risiko keuangan.WHA ke-58 mengeluarkan resolusi yang 
menyatakan, pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan melalui Universal Health Coverage 
diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial.WHA juga menyarankan 
kepada WHO agar mendorong negara-negara anggota untuk mengevaluasi dampak perubahan 
sistem pembiayaan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan ketika mereka bergerak menuju 
Universal Health Coverage (Kemenkes RI, 2012). 
Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak 
asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam UUD 45 pasal 28H dan pasal 34, 
dan diatur dalam UU No. 23/1992 yang kemudian diganti dengan UU 36/2009 tentang 
Kesehatan. Dalam UU 36/2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama 
dalam  memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan  
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.  Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai 
kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial (Shihab, 2012). 
Kemudian telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai wujud komitmen pemerintahan dalam 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional, selanjutnya ditindaklanjuti dengan membentuk 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
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2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini juga berkait dengan Keputusan 
Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005 (Kemenkes RI, 2013). 
BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada 
tanggal 1 Januari 2014”. Untuk itu PT Askes (Persero) diberi tugas untuk menyiapkan 
operasional BPJS Kesehatan untuk program jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan 
dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional dan menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban 
PT.ASKES (Persero) ke BPJS Kesehatan (UU RI Nomor 24 Tahun 2011). 
Menurut Razak (2010) bahwa untuk mencapai Jaminan Kesehatan Sosial Nasional 
(JKSN/AKN) bagi seluruh penduduk diperlukan pemetaan komprehensif mencakup aspek 
regulasi, kepesertaan, pelayanan kesehatan, paket manfaat, jaringan pelayanan, pendanaan, 
manajemen, dan sumber daya lainnya. Dalam pelaksanaan BPJS kesehatan nantinya, maka di 
perlukan penyiapan oleh semua pihak khususnya stakeholder yaitu penyiapan fasilitas 
kesehatan, regulasi dan sosialisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi 
tentang kesiapan stakeholder dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di Kota 
Makassar. 
BAHAN DAN METODE 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penentuan informan menggunakan 
metode purposive sampling. Pengumpulan data selama 1 bulan  mulai 26 November-26 
Desember 2013 di Kota Makassar berbentuk indepth interview, observasi dan telaah 
dokumentasi, serta keabsahan data dilakukan menggunakan tiangulasi dengan jumlah 
informan 12 orang yang terdiri dari Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes 
Provinsi Sulsel, Kasie PSTK Jaminan Kesehatan Dinkes Kota Makassar, Kepala Manajemen 
Pelayanan Kesehatan PT.ASKES (Persero) Divisi Regional IX, Kepala Pemasaran 
PT.ASKES (Persero) Cabang Makassar, Sekretaris Jaminan Kesehatan RSUD Daya Kota 
Makassar,  Kepala Puskesmas Kassi-Kassi, Koordinator P2 Puskesmas Batua, Pengelola 
Jamkesmas Puskesmas Antara, 2 orang Peserta Askes sosial dan 2 orang Peserta Jamkesmas. 
Pengolahan dan analisis data menggunakan content Analysis. Data diinterpretasikan dan 
disajikan dalam bentuk analisis isi atau naskah yang disertai penjelasan sesuai dengan 
pedoman pelaksanaan yang ada, kemudian dibuatkan matriks. Dari matriks ini kemudian 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Adapun hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan 
telaah dokumen akan dipaparkan sebagai berikut: 
Dari segi SDM atau tenaga dokter di fasilitas kesehatan primer maupun sekunder di kota 
Makassar sudah cukup untuk memenuhi syarat seleksi BPJS, namun yang menjadi masalah 
adalah masih kurang dari segi kondisi fisik dan alat. Berikut beberapa kutipan wawancara 
dengan informan : 
“Secara ruangan / fisik kami masih kurang perlu penambahan,sama halnya alat juga 
masih perlu penambahan terus dari segi SDMnya yaitu kami sudah untuk tenaga dokter 
di sini RS kami memiliki ada beberapa jumlah dokter e karena mengingat bahwa ini RS 
pusat rujukan.Kami disini bukan hanya memiliki dokter spesialis 4 bagian besar tapi, 
sudah ada bagian ee yang kecil juga seperti THT, saraf, mata,kulit ee dan sampe saat ini 
untuk pembayaran masih terlambat.” (YL, 38 tahun, Sekretaris Pengelola Jamkesmas 
RSUD Daya Kota Makassar, 3 Des 2013) 
“Yah jadi kesiapannya kita eeh selama ini siap dari SDM  kemudian eehhhh untuk alat 
baik fisik ,standar alat itu barangkali yang masih kita butuhkan untuk eeh mendapatkan 
perhatian supaya bisa ada kelengkapan sarana/prasarana yang ada untuk apa namanya 
ini, peningkatan kepada pasien peserta jamkesmas yah.” (RM, 46 tahun, Koordinator P2  
Puskesmas Batua, 30 Nov 2013) 
Yang mewakili faskes primer dan sekunder dalam negosiasi dengan BPJS adalah 
Asosiasi Dinkes, Persi, Arsada, PKFI. Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan : 
“Yang mewakili yah asosiasi faskes yaitu asosiasi Dinkes, Persi dan ARSADA.” (RJ, 45 
tahun, Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Provinsi Sulsel, 29 
Nov 2013) 
Keterangan serupa juga disampaikan oleh informan lainnya sebagai berikut: 
“Yang mewakili faskes primer  dan sekunder yah dari asosiasi dinkes” (RO, 29 tahun, 
Kepala Pemasaran PT.ASKES (Persero) Cabang Makassar, 11 Des 2013) 
“Kalau yang itu sebenarnya anunya sudah ada de‟, permenkesnya juga sudah ada 
kemarin keputusan  menkes  nomor 455 tahun 2013 untuk  primer itu asosiasi dinkes, 
dengan e  PKFI.” (AR, 40 tahun, Kepala Manajemen Pelayanan Kesehatan PT.ASKES 
(Persero) REGIONAL IX, 9 Des 2013) 
Fasilitas kesehatan primer siap dengan cara pembayaran ke fasilitas kesehatan primer 
yaitu dengan kapitasi, begitupula dengan fasilitas kesehatan sekunder juga siap dengan cara 
pembayaran dengan INA CBGs. Berikut pemaparan beberapa skakeholder tentang kesiapan 
faskes primer dan sekunder dengan sistem pembayaran kapitasi dan INA CBGs : 
Kapitasi : “Saya pikir puskesmas di Makassar sudah siap dengan system ini” 
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INA CBGs :”RSUD kota Makassar itu ada 1 , saya pikir dalam hal ini siap karena sejak 
melayani jamkesmas kan kita memang sudah gunakan itu”  (HT, 45 tahun, Kasie PSTK 
Jaminan Kesehatan Dinkes Kota Makassar, 5 Des 2013) 
Kemudian, informasi langsung dari faskes primer maupun sekunder yang didapatkan 
sebagai berikut : 
“Oh iya kami siap karena ini merupakan nantinya suatu system pelayanan di RS dalam 
program pelaksanaan JKN yaitu sebagaimana yang telah dilaksanakan dalam pelayanan 
jamkesmas nantinya menggunakan paket tarif  INA CBGs karena ini memang sudah 
berjalan sejak tahun 2009.” (YL, 38 tahun, Sekretaris Pengelola Jamkesmas RSUD 
Daya Kota Makassar, 3 Des 2013) 
“Itu kapitasi kita jelas siap karena kami kan sudah melayani jamkemas sebelumnya 
kan.” (MJ, 53 tahun, Kepala Puskesmas Kassi-Kassi, 11 Des 2013) 
Belum ada regulasi di Kota Makassar yakni petunjuk teknis untuk  pelaksanaan Jaminan 
Kesehatan dalam mendukung regulasi dari pusat. Hal ini berdasarkan kutipan wawancara 
berikut : 
“Kebijakan daerah sebagai pendukung dari regulasi pusat sampai saat ini belum ada 
,karena dari pusat saja belum ada. tapi kalau terkait jaminan kesehatan daerah, kita 
sudah punya regulasi .” ( RJ, 45 tahun, Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan 
Kesehatan Dinkes Provinsi Sulsel, 29 Nov 2013) 
Keterangan yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh informan lain sebagai berikut: 
“Ehh itu secara juknis dari BPJS  kami belum terima karena masih proses pembahasan 
sekarang di  dewan  toh.” (YL, 38 tahun, Sekretaris Pengelola Jamkesmas RSUD Daya 
Kota Makassar, 3 Des 2013) 
Pada dasarnya penyelenggara dalam hal ini PT.ASKES sudah melakukan pemberian 
informasi terkait SJSN pada saat sosialisasi, namun masyarakat/ peserta belum terlalu 
memahami. Berikut kutipan wawancaranya : 
Dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan 
tentang informasi yang diberikan kepada masyarakat saaat sosialisasi maka diperoleh 
informasi sebagai berikut : 
“Disampaikan itu yah  tentunya  sesuai dengan undang-undang seluruh masyarakat  
berhak yah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sesuai uu nomor  24 tahun 2011 
tentang BPJS  dan nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN” (AR, 40 tahun, Kepala 
Manajemen Pelayanan Kesehatan PT.ASKES (persero) REGIONAL IX, 9 Des 2013) 
Berikut beberapa petikan wawancara dengan informan terkait pemahaman 
masyarakat/peserta tentang SJSN : 
“iya saya ikut di sosialisasinya itu hari, SJSN itu undang-undang yang atur itu BPJS 
kalau nda salah de” (MH, 59 tahun, Peserta ASKES sosial, 12 Des 2013) 
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“iyya pernah mi dengar di TV tapi belumpi tahu apa itu sebenarnya”(HA, 32 tahun, 
Peserta Jamkesmas, 6 Des 2013) 
Stakeholder (informan dari PT.ASKES regional IX, PT.ASKES cabang Makassar dan 
RSUD Daya Kota Makassar) sudah melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk misalnya 
sosialisasi langsung, iklan, radio/talkshow radio,  TV, baliho, spanduk, leaflet, billboard dan 
brosur, mengenai informasi perubahan PT.ASKES menjadi BPJS kesehatan tetapi stakeholder 
lainya (Puskesmas kassi-kassi, Batua dan Antara) belum pernah melakukan sosialisasi 
langsung kepada masyarakat. Sehingga masyarakat hanya sebatas mengetahui perubahan 
PT.ASKES 1 januari 2014 tersebut hanya melalui media elektronik yaitu iklan TV.Dari hasil 
wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti kepada informan tentang penyampaian 
perubahan PT.ASKES menjadi BPJS kesehatan diperoleh informasi sebagai berikut : 
“Oh iya, jadi kalau sosialisasi kepada masyarakat sering . Tapi kita juga nda mungkin 
kita sampai 100% ,tapi upaya-upayanya kita sudah masuki semua dek.” Bentuk : 
“Misalnya sosialisasi langsung ke kecamatan dengan mengundang pak kades, pak lurah, 
yang mewakili tokoh masyarakat,tokoh agama, yangmewakili pensiunan,PNS, iklan, 
radio/talkshow radio,  TV, baliho, spanduk,leaflet, billboard dan brosur” (RO, 29 tahun, 
Kepala Pemasaran PT.ASKES (Persero) Cabang Makassar, 11 Des 2013) 
Namun informasi yang bertolak belakang dari informan di atas berdasarkan hasil 
wawancara mendalam di faskes primer mengenai pelaksanaan sosialisasi perubahan 
PT.ASKES menjadi BPJS kesehatan yaitu sebagai berikut : 
“Belum, aku tidak sosialisasi kepada masyarakat seharusnya PT.ASKES sosialisasikan 
kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban peserta karena sampai saat ini masih 
banyak yang belum paham tentang itu.”(MJ, 53 tahun, Kepala Puskesmas Kassi-Kassi, 
11 Des 2013) 
Diperoleh informasi menegnai pemahaman masyarakat tentang BPJS sebagai berikut : 
“Perubahan dari ASKES menjadi BPJS dan beroperasi itu 1 januari 2013 itu ji yang 
diketahui menyangkut masalah BPJS itu karena slama ini sosialisasi yang kurang” (GA, 
52 tahun, Peserta ASKES sosial, 8 Des 2013) 
“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu BPJS nanti ASKES berubah toh nanti januari 
tahun depan” (MH, 59 tahun, Peserta ASKES sosial, 12 Des 2013) 
Pemangku kepentingan dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Faskes sekunder (RSUD 
Daya Kota Makassar) jelas mengungkapkan bahwa mereka pada saat sosialisasi memberikan 
pemahaman bahwa JKN adalah sebuah program jaminan kesehatan yang akan 
diselenggarakan oleh BPJS kesehatan. Namun, sebagian informan yang mewakili 
masyarakat/peserta mengatakan ketidaktahuan mereka tentang JKN. Berdasarkan wawancara 




“Yang pasti yah secara umum itu, ee era JKN seperti ini misalnya kan dikelola oleh 
BPJS kesehatan ,semua jaminan kesehatan kemudian, terkait preminya berapa ?, 
kemudian mekanisme pelayanannya seperti apa?, yah tugas RS yang akan melayani ee 
ada banyak. Itu yang kita lakukan ,yah bagaimana cara mendaftarnya jadi itu yang e, 
kemudian bagaimana misalnya ada peserta tambahan diluar keluarga inti itu yang kita 
sampaikan “ (RJ, 45 tahun, Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes 
Provinsi Sulsel, 29 Nov 2013) 
Kemudian berikut petikan wawancara beberapa masyarakat tentang pemahamannya 
mengenai JKN : 
“Eh jarang juga,jarang sekali” (GA, 52 tahun, Peserta ASKES sosial, 8 Des 2013) 
“JKN itu yang mau dijalankan sama  ASKES atau BPJS, itu karena katanya itu 
programnya mi” (MH, 59 tahun, Peserta ASKES sosial, 12 Des 2013) 
”sama ji juga di TV saya dengar tapi itumi belumpi juga saya tahu” (HA, 32 tahun, 
Peserta Jamkesmas, 6 Des 2013) 
Pembahasan 
Hasil penelitian diketahui fasilitas kesehatan primer maupun sekunder dari segi 
SDMnya sudah cukup namun masih kurang dari segi fisik dan alatnya sehingga butuh 
perbaikan ataupun penambahan sarana dan prasarana yang rusak maupun kurang agar pada 1 
Januari nantinya siap 100% melayani peserta BPJS kesehatan. Menurut Menkes RI (2010) 
menyatakan bahwa rumah sakit umum kelas B harus mempunyai fasilitas dan kemampuan 
pelayanan medik paling sedikit 4 pelayanan medik spesialis dasar, 4 pelayanan spesialis 
penunjang medik, 8 pelayanan medik spesialis lainnya dan 2 pelayanan medik subspesialis 
dasar. Kemudian, harus ada minimal dua dokter spesialis di setiap puskesmas. Jadi, 
berdasarkan hasil wawancara, observasi dan telaah dokumentasi di RSUD Daya kota 
Makassar peneliti menemukan bahwa benar SDM dari segi jumlah tenaga dokternya sudah 
cukup. Begitupula, di Puskesmas Kassi-Kassi, Batua dan Antara sudah memiliki minimal 2 
dokter , 1 dokter spesialis dan 1 dokter umum. 
Stakeholder dalam hal ini  sudah memahami bahwa ada perwakilan fasilitas kesehatan 
yang akan melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
dalam rangka Sistem Jaminan Sosial Nasional. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti 
mendapatkan informasi di lapangan bahwa yang mewakili faskes primer dan sekunder dalam 
negosiasi dengan BPJS adalah Asosiasi Dinkes , Persi, Arsada, PKFI. 
Asosiasi fasilitas kesehatan menjelaskan bahwa asosiasi fasilitas kesehatan yang akan 
melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam rangka 
Sistem Jaminan Sosial Nasional meliputi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia 
(PERSI) sebagai perwakilan asosiasi rumah sakit, Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh 
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Indonesia (ADINKES) sebagai perwakilan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan 
praktik perorangan bidan, Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) sebagai perwakilan klinik; 
dan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) sebagai 
perwakilan klinik dan praktik perorangan dokter/dokter gigi (Menkes RI, 2013). 
Informan dari pihak Dinkes Kota Makassar, PT.ASKES (Persero) Divisi Regional IX, 
dan PT.ASKES (Persero) Cabang Makassar yang mengatakan bahwa faskes primer yang ada 
di Kota Makassar seluruhnya sudah tercover oleh penyelenggara, begitu juga dengan faskes 
sekunder karena dikatakan bahwa faskes primer maupun sekunder sudah melayani peserta 
jamkesmas dan ASKES sejak lama dan otomatis siap dengan sistem pembayaran kapitasi dan 
INA CBGs. INA-CBG‟S merupakan kelanjutan dari aplikasi INA-DRG yang lisensinya 
berakhir pada tanggal 30 September 2010 lalu. INA-CBG‟S menggantikan fungsi dari 
aplikasi INA-DRG. Sistem INA-CBG‟S adalah ciptaan anak bangsa dengan tetap mengadopsi 
sistem DRG. Aplikasi INA-CBG‟S, lebih real dibandingkan dengan INA-DRG karena 
menekankan pendekatan prosedur dibanding diagnosa, sementara aplikasi INA-CBG‟S lebih 
mengedepankan diagnosa dibandingkan prosedur (Siahaan, 2014). 
Hasil penelitian dikethui bahwa kesiapan stakeholder di Kota Makassar jika dilihat dari 
aspek regulasinya belum siap dikarenakan regulasi yang dari pusat belum terselesaikan 
sepenuhnya. Hal tersebut, dapat dijelaskan Dewan Jaminan Sosial Nasional (2012) yang 
menyatakan bahwa Agar BPJS Kesehatan dapat beroperasi dengan baik pada tanggal 1 
Januari 2014 maka Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan harus sudah diundangkan 
pada akhir tahun 2012, selambat-lambatnya pada pertengahan tahun 2013 sehingga semester 
kedua tahun 2013 dapat digunakan untuk sosialisasi ke berbagai pihak. Mengingat waktu 
yang sangat terbatas maka sebaiknya DJSN berkomunikasi intensif dengan pihak Kemenkes 
dan KemenHukHam khususnya agar Rancangan Peraturan Presiden segera harmonisasi dan 
kemudian diajukan ke Presiden untuk ditetapkan. 
PT.ASKES (Persero) Regional IX dan PT.ASKES (Persero) Cabang Makassar 
mengatakan pada saat sosialisasi mereka menyampaikan informasi tentang SJSN namun, 
berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa orang peserta jamkesmas dan 
AKSES sosial, peneliti menemukan bahwa pada dasarnya mereka belum terlalu paham 
dengan SJSN bahkan belum tahu. Dalam penelitian Mundiharno ( 2012) menyatakan bahwa 
agar hak setiap orang atas jaminan sosial sebagaimana amanat konstitusi dapat terwujud, 
maka dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dinyatakan bahwa program jaminan 
sosial bersifat wajib yang memungkinkan mencakup seluruh penduduk yang pencapaiannya 
dilakukan secara bertahap. Seluruh rakyat wajib menjadi peserta tanpa kecuali. Program 
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jaminan sosial yang diprioritaskan untuk mencakup seluruh penduduk terlebih dahulu adalah 
program jaminan kesehatan. 
Hasil penelitian diketahui bahwa sebagian pemangku kepentingan di Kota Makassar 
belum berperan aktif dalam penyebarluasan informasi mengenai fungsi dari BPJS Kesehatan 
khususnya faskes primer sehingga masyarakat luas belum sepenuhnya paham. Menurut 
Kemenkes  RI (2012) bahwa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) perlu diketahui dan 
dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan penyebarluasan 
informasi melalui sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat pada 
umumnya. 
Berdasarkan penelitian di atas juga di perjelas oleh Shihab (2012) yang menyatakan 
bahwa disparitas pengetahuan masyarakat menjadi satu hal yang menjadi pertimbangan dalam 
persiapan pelaksanaan jaminan sosial. Pemahaman yang setara dari semua masyarakat dapat 
memberikan jaminan kelancaran pelaksanaan jaminan sosial. 
Hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti kepada informan dari Dinkes 
Provinsi Sulsel dan RSUD Daya menyatakan pada saat sosialisasi mereka juga menjelaskan 
mengenai JKN yang merupakan program jaminan kesehatan yang kemudian akan dijalankan 
oleh BPJS kesehatan. Namun, tidak sejalan dengan harapan yang ada bahwa JKN perlu 
diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat karena berdasarkan hasil penelitian 
dilapangan ditemukan beberapa informan yang termasuk peserta jamkesmas dan peserta 
ASKES sosial yang menyatakan belum memahami BPJS apalagi JKN. Menurut Thabrany 
(2013) mengatakan bahwa sosialisasi BPJS Kesehatan, seharusnya dibuat dalam bentuk 
himbauan, penyuluhan dan pengumuman di berbagai tempat yang mudah dijangkau 
masyarakat luas terutama di rumah sakit dan Puskesmas. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari segi fasilitas kesehatan primer dan sekunder 
siap dari untuk tenaga SDMnya (tenaga dokter), belum siap dari segi regulasi karena regulasi 
dari pusat belum terselesaikan sepenuhnya serta sosialisasinya belum siap karena tidak 
maksimal dalam pelaksanaannya. 
Disarankan kepada pemerintah agar perlu sesegera mungkin menyusun regulasi yang 
dibutuhkan serta meningkatkan perhatian mengenai iklan TV dan berbagai media yang 
seharusnya materi penyampaian sosialisasi iklan jangan hanya BPJS kesehatan namun juga 
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S2 L 30-11-2013 
GA 52 Peserta ASKES sosial S2 L 08-12-2013 
MH 59 Peserta ASKES sosial S1 L 12-12-2013 
HA 32 Peserta Jamkesmas SMA P 06-12-2013 
RA 30 Peserta Jamkesmas SMA P 12-12-2013 
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